
IDENTIFIKASI RISIKO 
DAN PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN



Kinerja

1 Lingkungan Pengendalian

2 Penilaian Risiko

I
Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 3 Kegiatan Pengendalian

4 Informasi dan Komunikasi

5 Pemantauan

6 Pengelolaan Keuangan

II

Efektif, Efisien, Ekonomis 

dan Taat Peraturan

(3E+1T)

7 Pengadaan Barang/Jasa

8 Pengelolaan Aset

9 Pengelolaan Program



1. RPJMN Blm Menjadi Dasar 
Penyusunan Renstra, RKT  & 
Tapkin

2. Indikator Kinerja belum 
Terukur;

3. Pedoman Evaluasi belum Dibuat, 
dll

1. Penganggaran tdk sesuai
ketentuan

2. Penyerapan Anggaran Rendah
3. Msh ada catatan dlm Opini
4. Pajak/PNBP terlambat/tdk

disetor/dipakai
5. Pengelolaan aktiva tetap belum

memadai
6. Pengadaan Barang/Jasa belum

sesuai ketentuan
7. Pengeluaran fiktif, dll

PERMASALAHAN AKUNTABILITAS 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Akuntabilita

s Keuangan 

Akuntabilita

s Kinerja

Permasalahan

•Komitmen 

•Manajemen Aset 

Tertib

• Identifikasi Risiko 

PBJ

•Peningkatan SDM 

Keuangan  dan PBJ

Upaya-

Upaya

Public 
Trust 

Meningkat

Akunta-bilitas 
Keuangan 

Negara

Permasalahan





PEMAHAMAN SPI



SPI

Proses yang INTEGRAL pada TINDAKAN dan KEGIATAN 

Dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

Memberi keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan melalui:

Kegiatan yang efektif dan efisien 

Keandalan pelaporan keuangan, 

Pengamanan aset negara, dan 

Ketaatan pada peraturan Per-UU-an

PP 60 Tahun 2008:



SPIP

Lingkungan 
Pengendalian

Penilaian 
Risiko

Kegiatan 
Pengendalian

Informasi & 
Komunikasi

Pemantauan 
Pengendalian 

Intern

1.

2.

3.4.

5.

(8 sub unsur)

(2 sub unsur)

(11 sub unsur)(2 sub unsur)

(3 sub unsur)

(26 Sub unsur)



SPI dan MR di lingkungan KKP

PERMEN KP NOMOR 10/PERMEN-KP/2016
Tentang Penyelenggaraan SPI di lingkungan KKP

Pasal 4. 
Kewajiban Penyelenggaraan SPI

Setiap pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan KKP wajib 

menyelenggarakan SPI

Pasal 17.

Menteri, Pejabat Eselon I, dan Kepala Satuan Kerja sebagai pemilik 

risiko berkewajiban: menyusun rencana pengendalian dan 

mengendalikan risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan 

pemerintahan di lingkungannya



EVALUATOR

INSPEKTUR JENDERAL

SATGAS SPIP UNIT ESELON I

Penanggung Jawab: Pejabat Eselon I
Ketua : Kepala Biro Keuangan, Sekretaris Inspektorat

Jenderal/Direktorat Jenderal/ Badan
Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan/Kepala Bagian Program/

Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi
Anggota : Pejabat Eselon II lingkup Sekretariat

Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat
Jenderal/Badan

TIM SPIP SATUAN KERJA

Ketua : Kepala Satuan Kerja
Sekretaris : Pejabat yang Membidangi Keuangan/Program/

Monitoring dan Evaluasi
Anggota : Disesuaikan dengan Struktur organisasi satuan 
kerja

Keterangan:
Garis Perintah

…..…………    Garis Koordinasi

PENGARAH

MENTERI

PENANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS JENDERAL

SATGAS SPIP KEMENTERIAN

Ketua : Kepala Biro Keuangan
Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan
Anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal/

Inspektorat Jenderal/Badan

BAGAN ORGANISASI SPIP



PEMAHAMAN 
MANAJEMEN RISIKO



THREE LINES OF DEFENSE

Direktur Jenderal/Kepala Badan

Menteri KP

E
k
ste

rn
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Internal Audit 

/APIP

(Inspektorat 

Jenderal)

3rd Line of Defense

Pejabat 

Pembuat 

Komitmen

(PPK)

Sistem 

Pengawasan 

Intern 

Pemerintah

(SPIP)

1st Line of Defense

KPA

Sekretariat

2nd Line of 

Defense

Eselon I



Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua
kegiatan yang dilaksanakan melalui pengendalian rutin, 
berkala, dan dengan pendekatan manajemen risiko

Pengendalian rutin meliputi: pengelolaan
organisasi, perencanaan, keuangan negara, 
kepegawaian, dan kinerja

Pengendalian berkala dilaksanakan secara
berkala, meliputi: pengendalian kapasitas
SDM, penyusunan anggaran, PBJ, BMN, 
penyelesaian kerugian negara, dan
penyerapan anggaran.

Pengendalian dengan pendekatan 
manajemen risiko dirancang dan dimulai 
sejak perencanaan kebijakan dan 
kegiatan/aktifitas.

1

2

3

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
(Permen KP Pasal 14 -17)

4



Penetapan 

TUJUAN Identifikasi 
RISIKO

ANALISIS 
RISIKO

EVALUASI 
RISIKO

Penanganan 
RISIKO MONITORING

Dan 

REVIU

• Tujuan

Instansi

• Tujuan tingkat

kegiatan

• Identifikasi

kegiatan,penye

bab, dan

proses

peristiwa

• Membuat

daftar risiko

Penilaian

Frekuensi & 

Dampak risiko thd

pencapaian

tujuan

• Identifikasi

beberapa opsi

penanganan risiko

• Memutuskan opsi

penanganan risiko

Perlu tidaknya

penanganan risiko

lebih lanjut & 

prioritas

penanganannya
Memastikan bahwa

manajemen risiko & 

perbaikan telah

dilaksanakan sesuai

rencana

PROSES  MANAJEMEN  RISIKO



14

Diprioritaskan untuk risiko dengan

status:

1. Risiko 

Sangat

Tinggi

2. Risiko 

Tinggi



KEGIATAN PRIORITAS KKP

DIPA/RKA-KL 

KKP
PENILAIAN RISIKO

1. High Risk

2. Medium Risk

3. Low Risk

AUDIT1

EVALUASI2

REVIU3

PENGAWASAN LAINNYA5

PEMANTAUAN4

PENGAWASAN BERBASIS RISIKO



FORM MANAJEMEN RISIKO
(SESUAI PERMEN KP NO 10/2016)

 46 
 

FORMULIR PENILAIAN RISIKO 
 

1. Satuan Kerja    : 
2. Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : 
3. Pagu Anggaran    : 

4. T.A.     : 
 

 

 
……………, ………………… 20…. 

 
Penanggung Jawab             Pemilik Risiko 

Kepala Satker, 
 

 
(Nama dan NIP)                      (Nama dan NIP) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

No 
Kebijakan/ 
Aktivitas/ 
Kegiatan/ 

Tujuan  
Faktor 
Risiko 

Sebab  Dampak Sifat Sumber Rencana 

Persepsi Atas Risiko 
Rata-
Rata 

Level/ 
Tingkat 
Risiko 

PR 

Respon Terhadap Risiko / 

Rencana Kegiatan 
Pengendalian 

Risiko 
Residual 

Nama 1 Nama 2 Nama 3 dst Uraian 
Jadwal 

(hr/mg/bln) 

K D K D K D  K D    I II III K D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 

                          

                          

                          

                          

                          



PRIORITAS RISIKO

Risiko Kegiatan

Kompleksitas
Pekerjaan

Teknologi Tinggi, 

Kegiatan Baru, 

Keterlibatan Eselon I Lain, 
Keterlibatan Instansi Lain

Readiness 
Criteria

Lokasi kegiatan, 

calon penerima,

daya dukung, ketersediaan
dokumen, jukla/juknis

Ketersediaan
Waktu

Pekerjaan dimulai
Juli/April-Juli/sebelum

April

Kapasitas
Penyedia B/J

Modal, 

penyedia mumpuni,

sarana yang lengkap, 
pengalaman

Lokasi Ditribusi
>50 kab/kota,

20-50 kab/kota,

<20 kab/kota

Besarnya
Anggaran

>20 M,

5-20 M, 

<5M

Pemanfaatan
Output

pemanfaatan <50%, 
pemanfaatan 50-80%, 

pemanfaatan >80%

Penilaian risiko kegiatan

yang akan dinilai dengan

pola pendekatan

manajemen risiko dapat

dilakukan melalui

pendekatan parameter



CONTOH PRIORITAS RISIKO

Kegaiatan dengan status risiko tinggi

dilanjutkan dengan melakukan

pengendalian menggunakan

manajemen risiko



Ukuran Keberhasilan SPIP
a. Kehandalan pertanggungjawaban keuangan

b. Dalam mengelola aset termasuk pemanfaatannya

c. Dalam menjalankan dan mencapai tujuan sesuai program, 
kegiatan, dan output dengan tetap taat terhadap hukum

dan peraturan

d. Dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yg efektif dan
efisien

e. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai

f. Dapat diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK maupun
Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

Hasil Pemeriksaan BPK LK 2017 KKP

-Kekurangan Volume pekerjaan/ Kelebihan pembayaran

- Pengelolaan asset tetap belum memadai

- Denda keterlambatan pekerjaan



KUNCI KEBERHASILAN

ADANYA PEDOMAN

BERSAMA - SAMA

KOMITMEN 

PIMPINAN

STRATEGI 

IMPLEMENTASI



TEMUAN ASET LK 2017

 Inspektorat Jenderal akan

melakukan pemeriksaan terhadap

seluruh kegiatan PBJ yang sudah

disepakati penyelesaiannya jika

terjadi permasalahan yang

menyimpang dari kesepatan maka

Itjen akan melakukan Audit

Investigasi

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH


